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Abstrak
 

Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap

penetapan pengadilan tentang perkawinan beda agama. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini

yaitu mengenai bagaimana keabsahan perkawinan beda agama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana implikasi hukum terhadap penetapan pengadilan tentang

perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan sumber

data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang berkaitan dengan hal yang Penulis teliti yakni

Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1974 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan

perundang-undangan lainnya terkait dengan perkawinan, serta sumber data sekunder berupa buku-buku,

jurnal hukum, internet, yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan

kesimpulan bahwa Perkawinan beda agama merupakan tidak sah atau tidak boleh dilakukan sesuai dengan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dijelaskan bahwa sahnya

perkawinan harus dilaksakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Peristiwa ini apabila

merujuk dalam Pasal tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila para

pihak dalam hal ini yaitu calon suami dan istri menganut agama yang sama. Lalu implikasi hukum terhadap

penetapan pengadilan PN Kudus mengenai perkawinan beda agama ini dinyatakan sah karena adanya

pengaturan dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan yang dapat dicatatkannya perkawinan yang berdasarkan dari penetapan pengadilan yang

mana perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan itu adalah perkawinan beda agama. Maka dengan itu

dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai perkawinan, khususnya perkawinan beda agama di Indonesia

masih belum diatur secara jelas dan tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan

adanya kendala dalam proses perkawinan beda agama.

......This research aims to determine the validity of interfaith marriages based on Law Number 1 of 1974

concerning Marriage and to determine the legal implications of court decisions on interfaith marriages. The

problems to be studied in this research are about how the validity of interfaith marriages based on Law

Number 1 of 1974 concerning Marriage and how the legal implications of court decisions on interfaith

marriages. This research uses normative juridical legal research, with the data sources used are secondary

data sources related to the matters that the author examines, namely the Decision of the Kudus District Court

Number 209/Pdt.P/2020/PN.Kds, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 23 of 2006

concerning Population Administration, Presidential Instruction No. 1 of 1974 concerning the Compilation of
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Islamic Law, and other laws and regulations related to marriage, as well as secondary data sources in the

form of books, legal journals, the internet, which are related to the research topic. The results of the study

show the conclusion that marriages of different religions are invalid or may not be carried out in accordance

with Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which explains that the validity of marriage

must be carried out in accordance with their respective religions and beliefs. This incident, when referring to

the Article, can be interpreted that marriage can only be held if the parties in this case, namely the

prospective husband and wife, adhere to the same religion. Then the legal implications of the court decision

of the Kudus District Court regarding this interfaith marriage are declared valid because of the regulation in

Article 35 letter a of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration which can be recorded

marriages based on court decisions which marriages based on court decisions are interfaith marriages.

Therefore, it can be seen that the regulation of marriage, especially interfaith marriage in Indonesia is still

not clearly and firmly regulated in the legislation, thus causing obstacles in the process of interfaith

marriage.


